
a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dasar hukum dan 
kejelasan pengertian atas pemahaman terhadap beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah, maka Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 15 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan 
dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pcndapatan 
dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah, perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 15 Tahun 2014 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah; 

Menimbang 

BUPATI KARANGANYAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR: \9 TAHUN 2016 

TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 15 

TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHMN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN 

DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KA ANGANYAR 

Kepala Bagia Hukumiw 
~ '-. 

SERITA DAERAH KABUPATE N KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 1., .. , 
~ 

SAMS I 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KARANGANYAR ' 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 1 Maret 2016 

JULIYATMONO 

ttd. 

BUPATIKARANGANYAR ' 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 1 Maret 2016 

Pasal II 
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

se bagaimana 
pada standar 

(3) penggunaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) nanya diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak 
dibiayai oleh BOS Pusat/BOS Provinsi maupun dana 

lainnya. 
(4) Pengalokasian pembiayaan BOSDA 

dimaksud pada ayat ( l) mendasarkan 
biaya yang diatur o1eh Bupati. 
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